RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1 Manajemen Perubahan |1. Pembentukan Tim 1. Membentuk Tim Pembangunan |1. Keputusan tentang Tim
Pembangunan Zona Integritas  |Zona Integritas yang ditetapkan  |Pembangunan Zona Integritas
dengan Keputusan yang melibatkan seluruh unit
organisasi
2. Pembangunan kemitmen 2. Penandatanganan perjanjian

bersama seluruh jajaran pegawai |Kinerja dan Pakta Integritas
dan pejabat untuk melaksanakan
Pembangunan Zona Integritas
secara konsisten dan melahukan
perubahan mental

3. Penyusunan Rencana Aksi 3. Rencana Aksi Zona Integritas
Zona Integritas Tahun 2022 Tahun 2022

2. Pelaksanaan Manajemen 1. Sosialisasi Pembangunan Zona|1. Media Sosialisasi

Perubahan Integritas melalui akun resmi Pembangunan Zona Integritas di
media sosial lingkungan kerja yang dapat

diakses stakeholder eksternal

2. Penyelenggaraan Integritas di  |2. Pelaporan LHKPN dan
lingkungan KPU Kabupaten LHKASN setiap Tahun
Gunungkidul
3. Pembangunan Instrumen Pembangunan Survei Kepuasan
Reward dan punishment yang Layanan sebagai indikator
mendorong motivasi perubahan, |perbaikan dan pelayanan di
terutama terkait dengan lingkungan KPU Kabupaten
pelayanan kepada publik Gunungkidul

3. Monitoring, Evaluasi, dan 1. Melakukan monitoring 1. Tersedianya dokumen

Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Zona |monitoring dan evaluasi
Integritas Rencana Aksi Zona Integritas
2. Melakukan evaluasi 2. Terisinya Lembar Kerja
pelaksanaan Rencana Aksi Evaluasi (LKE) Unit
Pembangunan Zona Integritas




Penataan Tata Laksana

1.Peningkatan tatalaksana
proses bisnis serta SOP
dilingkungan Unit/Satuan Kerja

1. Penyusunan peta proses
bisnis dan SOP di
lingkungan unit/satuan
kerja

1.Seluruh Peta proses bisnis
telah disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan Peta
Proses Bisnis, Rencana
Strategis, Rencana Kerja
Organisasi, dan selaras dengan
kinerja

2. Penyusunan SOP di
lingkungan unit/satuan kerja

2. Telah dilakukan

penjabaran seluruh peta proses
bisnis, pelegalan, dan
penerapan SOP

3. Evaluasi SOP di lingkungan
unit/satuan kerja

3. Evaluasi terhadap
efisiensi dan efektivitas

peta proses bisnis dan SOP
secara berkala
2 Penyelenggaraan 1. Tata kelola PPID di 1. Adanya kebijakan
Keterbukaan Informasi lingkungan Unit/Satuan pendukung PPID

Publik

Kerja:

2. Meningkatnya
kepuasan layanan PPID

3. Adanya rekomendasi/
pelaksanaan rekomendasi hasil
monitoring dan evaluasi
pengelolaan PPID

4. Indeks kepuasan permohon
informasi.

3.Tata kelola dan
implementasi Sistem
pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di
lingkungan unit/satuan kerja

1. Tata Kelola SPBE di
lingkungan unit/satuan kerja

1. Kebijakan internal tata
kelola SPBE

2. Pemanfaatan aplikasi
SPBE administrasi
kesekretariatan

2. Terisinya aplikasi
SPBE administrasi
kesekretariatan

3. Pemanfaatan aplikasi
SPBE pelayanan publik

3. Dapat diaksesnya

aplikasi pengaduan oleh publik,
SOP dan jumlah pengadu/
laporan

4. Penerapan sistem
kearsipan yang handal

1. Penerapan sistem arsip

1.Terkelolanya arsip
statis,dinamis, manual
dan digital di lingkungan

unit/satuan kerja
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Q.Terdokumentéélnya
arsip vital

Penguatan Sistem
Manajemen SDM ASN

1. Pembangunan Sistem Merit

1. Penerapan Pengukuran
Kinerja Individu

1. Seluruh pegawai memiliki
Sasaran Kinerja Pegawai dan
Pengukuran periodik
Sasaran kinerja Individu

2. Penerapan assessment untuk
pertimbangan pengembangan
karir dan mutasi pegawaii

2.Data Mutasi. Data Promosi,
dan Data Peserta Assesment

3. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi

3. Adanya identifikasi
kebutuhan kompetensi di
lingkungan unit kerja

4, Pengisian Sistem Informasi
Kepegawaian

4. di lingkungan unit/satuan
kerja.

2.Profesionalisme ASNi

Pembangunan jabatan fungsional
di lingkungan unit/satuan kerja

Jumlah dan jenis jabatan
fungsional yang mendukung unit
dan satuan kerja

Penguatan Akuntabilitas
Kinerja

1. Penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

1. Penyusunan dan
penetapan Renstra
Satuan Kerja

1. Renstra satuan kerja
Renstra hasil reviu

2. Reviu Renstra Satuan Kerja

2. Renstra hasil reviu

3. Penetapan Kinerja
dengan menerapkan reward and
punishment

3. Adanya dokumen
penetapan Kinerja
hingga level Eselon IV

4. Penyelenggaraan
anggaran yang efektif
dan efisien

4, Adanya Program dan
kegiatan dan Persentase
Sasaran Kinerja

5. Pengukuran, Evaluasi, dan
Pelaporan Capaian Kinerja
Unit/Satuan Kerja

1. Persentase Capaian kinerja
unit/satuan kerja,

2. Rencana Tindak Lanjut
evaluasi capaian kinerja dan
pelaporan kinerja unit/satuan
kerja tepat waktu

2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja

1.Pemutakhiran data kinerja di
aplikasi ELapkin;

1. Data e-Lapkin unit/satuan
kerja termutakhir

2. Pelatihan SDM pengelola
Akuntabilitas Kinerja

2. Pengelola PBJ bersertifikat
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: Penguatan .Pengéwasan

12 ﬁembénguhan Zona

Integritas di unit/satuan kerja

1. Pencanangan Zona Integrifas
di Lingkungan Unit/Satuan
Kerja

1: "l‘-erb-entuxkﬁyé Tlm Zona
integritas

2. Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Aksi Zona Integritas

1. Dokumentasi kegiatan yang
terlaksana dari Pembangunan
Zona Integritas.

3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
dan Tindak Lanjut pembangunan
Zona Integritas di lingkungan
Unit/Satuan Kerja

1. Dokumentasi kegiatan
monitoring dan evaluasi
pembangunan Z|

2. Persentase pelaksanaan
tindak lanjut atas monitoring dan
evaluasi atas rencana kerja
pembangunan ZI

3. Melaporkan pembangunan
Z| dengan didasarkan pada
rencana kerja yang sudah
dilegalkan

4. Pengisian Lembar Kerja
Evaluasi Zona Integritas (LKE
Zl)

4. Terisinya LKE ZI

2. Pelaksanaan pengendalian
Gratifikasi KPU

1. Pembentukan Unit
Pengendali Gratifikasi (UPG);

1. Adanya UPG di lingkungan
unit/satuan kerja

HE - B

2. Pembangunan komitmen dan
Diseminasi atas peraturan
gratifikasi

2. Adanya alat sosialisasi dan
sosialisasi di lingkungan
unit/satuan kerja.

3. Public Campaign Anti
Gratifikasi

3. Adanya alat sosialisasi anti
gratifikasi kepada stakeholder
eksternal

3. Pelaksanaan Whistle
Blowing System KPU

Pembangunan aplikasi
Whistle Blowing System di
Lingkungan Unit/Satuan Kerja

Tersedianya aplikasi WBS
yang bisa diakses oleh
publik

4, Pelaksanaan pemantauan
benturan kepentingan KPU

1. Identifikasi Benturan
Kepentingan di lingkungan
Unit/Satuan Kerja.

1. Potensi-potensi yang dapat
menimbulkan benturan
kepentingan dari pelaksanaan

2. Penandatanganan Surat
Pernyataan Benturan
Kepentingan bagi Anggota
dan ASN yang memiliki
potensi di lingkungan
Unit/Satuan Kerja

2. Penandatangan surat
pernyataan benturan
kepentingan dari identifikasi
benturan kepentingan




5 F.’enlngkat‘an SPIP ‘di
lingkungan unit/satuan kerja

1. Pembangunan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di lingkungan Unit/Satuan
Kerja

] 1 Adéﬁya t|rﬁ SPII5 béda \é\atﬁén‘

kerja

2. Pelaksanaan SPIP

2. Terselenggaranya SPIP

3. Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Tindak Lanjut
Pengelolaan SPIP

3. Pelaporan Buku Kendali tepat
waktu

6. Penanganan pengaduan
masyarakat KPU

1. Pembangunan dan
Pengelolaan Sistem Pengaduan
masyarakat di Lingkungan
Unit/Satuan kerja

1. Tersedia dan terkelolanya
sarana penyampaian pengaduan
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2. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
dan Tindak Lanjut Pengelolaan
atas Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Unit/Satuan kerja

2. pengelolaan pengaduan
yang telah dilakukan

meliputi capaian, hambatan
dan rekomendasi penanganan
pengaduan masyarakat

7. Peningkatan Integritas
Individu

Penyampaian LHKPN dan
LHKASN

100% seluruh waijib lapor
LHKPN dan LHKASN di
lingkungan Unit/Satuan Kerja

8. Peningkatan Akuntabilitas
Pengadaan Barang/Jasa

1. Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa

1. Prosentase pelaksanaan
pengadaan sesuai perpres 16
Tahun 2018

2. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
dan Tindak Lanjut Pengelolaan
atas Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa

2. Laporan pengadaan
barang/jasa

S




ELAKSANAAN {(BULAN).
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Peningkataﬁ Ku.aiitas
Pelayanan Publik

i.Penguatan pelayanar{

prima di lingkungan
unit/satuan kerja

1. Melakukan evaluasi terhadap
jenis-jenis layanan baik

internal dan eksternal

terhadap 14 komponen

standar pelayanan sesuai UU
Nomor 25 Tahun 2009

1. Informasi jenis-jenis atau
produk-produk layanan di
lingkungan unit/satuan
kerja baik kepada internal
dan eksternal

2. Mendorong Inovasi di
sektor pelayanan kepemiluan
dan administrasi di lingkungan
unit/satuan kerja.

1. Menciptakan/Melakukan
deregulasi
pelayanan/menerapkan
Inovasi yang mendorong
perbaikan pelayanan

1. Indeks Kepuasan
layanan yang di dapat
melalui survei
pelayanan

Agu|Sep

2. Adanya SOP Pelayanan

3. Tersedianya pelayanan
berbasis teknologi
informasi

2. Melakukan evaluasi dan
perbaikan terhadap inovasi
layanan;

Adanya rekomendasi dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil
evaluasi

3. Pembangunan Zona
Hijau Pelayanan Publik

Membangun dan

menerapkan variabel dan
indikator Zona Hijau Pelayanan
Publik

Tersedianya Standar
pelayanan sesuai
amanat UU

4. Penerapan partisipasi
publik dalam pelayanan
publik

Pembangunan Kerja
Sama dan pelibatan masyarakat
dalam kegiatan pemilu

Keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan Pemilu

5. Penerapan reward and
punisment dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik;

Pembangunan dan
pelaksanaan reward dan
punishment dalam
pelayanan internal dan

eksternal

Adanya pemberian reward
dan punisment dalam
pelayanan

Wonosari, 10 Januari 2022
Tim Pembangunan

Zona Integritas
bupaten Gunungkidul
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